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INTI SARI 

Persoalan tanah dalam kehidupan manusia mempunyai 
arti yang sangat penting, baik tanah dalam arti ruang 
maupun tanah sebagai wadah pembangunan dengan segala ak­
tivitasnya. Ketersediaan tanah yang terbatas dan relatif 
tetap tentu saja akan menimbulkan berbagai masalah dalam 
pendayagunaanaya. Menyadari semakin kompleksnya maslah di 
bidang pertanahan, khususnya yang menyangkut pada sengketa 
penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, maka pemerintah 
mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah Republik 
Indonesia dengan maksud untuk memberikan jaminan kepastian 
hukum dan kepastian hak atas tanah yang berupa sertipikat. 

Peraturan mengenai kewajiban bagi setiap pemilik 
tanah untuk mendaftarkan tanahnya dengan tujuan untuk 
mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah 
sudah jelas diatur dalam UUPA maupun:.�eraturan perundangan 
lainnya. Namun pada kenyataannya banyak penguasa�n dan 
pemilikan tanah oleh masyarakat belum didaftarkan. Hal 
tersebut terjadi karena dalam mendaftarkan tanah miliknya 
sangat dipengaruhi oleh minat, dimana minat tersebut dapat 
dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat pendidikan, 
tingkat pendapatan, dan intensitas penyuluhan pertanahan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, telah dilakukan 
penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat 
masyarakat untuk mensertipikatkan tanah milik di Kecamatan 
Karanggayam Kabupaten Kebumen, dengan maksud untuk 
mengetahui faktor yang paling dominan merupengaruhi minat 
dari ketiga faktor tersebut serta minat masyarakat untuk 
mensertipikatkan tanah miliknya. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dan untuk 
menganalisa datanya digunakan analisa tabulasi silang. 

Setelah hasil jawaban dari 60 responden dianalisis 
dengan analisis tabulasi silang diperoleh hasil sebagai 
berikut 
1. Minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah ber� 

dasarkan faktor tingkat pendidikan sebesar 55 % (33 

responden dari 60 responden). 
2. Minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah ber­

dasarkan faktor tingkat pendapatan sebesar 60 % (36 

responden dari 60 responden). 
3. Minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah ber­

dasarkan faktor intensitas penyuluhan pertanahan sebesar 
50 % (30 responden dari 60 responden). 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor 

yang paling mempengaruhi minat masyarakat untuk mensertipi� 
katkan tanah milik adalah tingkat pendapatan. 

· 

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa minat 
masyarakat Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen untuk 
mensertipikatkan tanahnya masih rendah. Hal ini diketahui 
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A. Latar Belakang 

Tanah sebagai 

BAB I 

PENDAHULUAN 

salah satu sumber day a a lam 

keberadaannya sangat dibutuhkan� karena tanah merupakan 

salah satu faktor penunjang bagi kegiatan manusia sebagai 

mahluk hidup. Di samping itu tanah dapat juga memberikan 

kekuasaan� kedaulatan serta status sosial bagi pemilik­

nya� sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk.menguasai 

tanah sebanyak dan selrias mungkin. 

Melihat arti penting tanah bagi kehidupan manusia 

maka dalam penguasaan� pemilikan, penggunaan tanah dan 

pemeliharaanya ditentukan dengan pengaturan-pengaturan 

guna mencegah dan menekan timbulnya masalah pertanahan 

serta memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemilik 

atau yang menguasai tanah. Masalah tanah merupakan masa­

lah yang sangat komplek� yang dapat menimbulkan gejolak 

dan kerawanan sosial sejalan dengan perkembangan serta 

laju pertumbuhan ekon��i rakyat serta perekonomian 

nasional terutama peningkatan harga tanah yang tidak 

wajar akibat kebutuhan tanah untuk pembangunan. 

Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan yang 

berupa Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 (Lembaran Negara Nomor 2043) tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang­

undang Pokok Agraria (UUPA), dimana pada Pasal 2 Undang� 

undang tersebut� memberikan kewenangan ·kepada negara 

sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia pada 



a. Kengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air, 

angkasa tersebut; 

penggunaan, 

dan ruang 

b. Kenentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

c. Kenentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar 

orang-orang dan perbuatan hukun yang mengenai bumi, 

air dan ruang angkasa. (Harsono, 1997:479) 

Bertalian dengan maksud UUPA tersebut, khususnya 

mengenai kepastian hukum hak atas tanahnya maka dalam 

pasal 19 UUPA menginstruksikan kepada pemerintah untuk 

mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan 

mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu 

lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggara­

annya. Tindak lanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 1997 dan peraturan pelaksanaan lainnya 

yang bertujuan untuk mewujudkan jaminan kepastian 

hukum terhadap hak atas tanah yang berupa sertipikat yang 

fungsinya sebagai tanda bukti yang kuat. Adapun pelaksa­

naan pendaftaran tanah dapat dilaksanakan dengan 2 sistem 

yaitu: 

1. Pendaftaran tanah secara sistematik yang diprakarsai 

oleh pemerint-ah, yaitu kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang 

meliputi semua obyek pendaftaran tartah yang belum 

didaftar dalam wilayah atau bagian. wilayah suatu 

desa/kelurahan; 

• - - --- .!! - .1.... . _ _ 



a tau bag ian wilayah suatu desa/kelurahan secara 

individual atau massal (Harsono, 1997:428). 

Dengan diselengarakanya pendaftaran tanah yang 

merupakan "legal cadastre" maka: 

a. Mereka yang mempunyai tanah dengan mudah dapat men-

buktikan haknya atas tanah yang dihaki. 

b. Mereka yang memerlukan keterangan akan dengan mudah 

dapat memperolehnya, karena data yang dihimpun dan 

disediakan di Kantor Pertanahan bersifat terbuka untuk 

UllUB. 

Namun hal tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan 

oleh masyarakat. Demikian juga halnya di Kecamatan 

Karanggayam Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah, yang 

struktur nata pencahariannya mayoritas masyarakat tani 

dengan latar belakang pendidikan yang relatif rendah, 

menganggap tanda bukti yang dimiliki yang berupa petuk D. 

letter C dan kikitir pajak sudah kuat dan merasa tidak 

perlu tanahnya disertipikatkan karena tidak menimbulkan 
• !,. ......... 

masalah selama tidak terjadi perubahan terhadap hak atas 

tanah tersebut .. -

Atas dasar tersebut. penulis tertarik mengadakan 

penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang men-

pengaruhi minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah 

nilik dengan judul : 

"FAKTOR-FAKTOR YANG KEKPENGARUHI KINAT KASYARAKAT UNTUK 

MENSERTIPIKATKAN TANAH MILIK DI KECAMATAN KARANGGAYAK 

KABUPATEN KEBUMEN PROPINSI JAWA TENGAH" 

B. Permasalahan 



dalam kegiatan pembangunan melalui pendaftaran hak atas 

tanahnya,dengan demikian masyarakat mempunyai peranan 

yang besar terhadap kelancaran penerbitan sertipikat 

tanah. 

Adapun bentuk partisipasi masyarakat yang diharap­

kan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kepastian 

hukum dan kepastian hak yaitu kegiatan pendaftaran tanah 

secara sporadik dengan biaya dari masyarakat sendiri. 

Kenyataannya pendaftaran tanah dengan cara pendekatan 

sporadik seringkali menemui kendala. Hal ini terjadi 

karena pendaftaran tanah secara sporadik sifatnya pasif, 

dimana pemerintah hanya bersikap menunggu masyarakat 

untuk mendaftarkan tanah miliknya ke Kantor Pertanahan. 

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat menentu­

kan keberhasilan pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat 

dalam mensertipikatkan tanah niliknya dipengaruhi 

oleh minat masyarakat. 

Kinat masyarakat untuk mensertipikatkan 

dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pendapatan. 

intensitas penyuluhan. 

C. Rumusan Kasalah 

tanah 

lain 

dan 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, 

maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi minat· 

masyarakat untuk mensertipikatkan tanah miliknya di 

• -- '17'------------ V-1.- ...... --�-- 'V".131oh11,.,o.n ? 



D. Batasan Masalah 

Mengingat cakupan masalah yang begitu luas dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk 

mensertipikatkan tanah cukup banyak. serta adanya keter-

batasan waktu. dana. dan kemanpuan penyusun, naka dalan 

penelitian ini penulis menbatasi ruang lingkup penelitian 

nengenai ninat nasyarakat di Kecanatan Karanggayan 

Kabupaten Kebumen Propin�i Jawa.Tengah untuk nensertipi-

katkan tanah niliknya yang dipengaruhi oleh : 

1. Tingkat pendidikan; 

2. Tingkat pendapatan; dan 

3. Intensitas penyuluhan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Kengetahui faktor yang paling menpengaruhi ninat 

nasyarakat Kecanatan Karan�gayan Kabupaten Kebunen 

untuk nensertipikatkan tanah niliknya dari ketiga 

faktor yaitu faktor tingkat pendidikan. pendapatan dan 

faktor intensitas penyuluhan. 

2. Mengetahui ninat nasyarakat terhadap pensertipikatan 

tanah di Kecanatan Karanggayan Kabupaten Kebumen. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah 

a. Sebagai nasukan dan sunbangan penikiran dalan 

pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertanahan 

Nasional khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kebumen. 
h �<Ph<u1' < d  hnhnn Tstll'lhnhnn inf"o-r-WIRsi nt.An TP-i"P-T 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesinpulan 

Sebagaimana hasil penelitian yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelunnya secara garis besar dapat ditarik 

kesinpulan sebagai berikut : 

1. Faktor yang nenpengaruhi ninat nasyarakat Kecanatan 

Karanggayan untuk nensertipikatkan tanahnya yang 

paling doninan adalah faktor pendapatan. 

2. Dari hasil analisis tabulasi silang diperoleh hasil : 

a. Minat nasyarakat untuk nensertipikatkan tanah berd& 

sarkan faktor tingkat pendidikan sebesar 55% (33 

responden dari 60 responden). 

b. Kinat nasyarakat untuk nensertipikatkan tanah 

berdasarkan faktor pendapatan sebesar 60% (36 

responden dari 60 responden). 

c. Kinat nasyarakat untuk nensertipikatkan tanah 

berdasarkan faktor tingkat intensitas penyuluhan 

pertanahan sebesar 50% (30 responden 

responden) 

B. Saran-saran 

dari 60 

1. Guna neningkatkan ninat masyarakat untuk nensertipi­

katkan tanahnya. penyuluhan bidang pertanahan 

kepada nasyarakat perlu ditingkatkan. sehingga
.

nemban­

tu dalan nenggerakkan dan neningkatkan pensertipikatan 
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